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ABSTRACT

Maluku province is the province with the largest island in Indonesia. BPS Maluku report that Maluku province consists
of 559 islands and divided into 9 regencies and 2 cities. Geographical conditions with many islands make the health care level
not optimal in all districts in Maluku province. Health sector is one of the priorities programs of the government of Maluku
Province. The government tries to increase the budget for health sector to increase the output of health sector in Maluku. This
paper has two objectives. The first objective is to estimate scores of technical efficiency of health spending of regencies-cities
in Maluku province. The second is to analyze the environmental factors that have an important role in enhancing the technical
efficiency scores of regencies-cities in Maluku province. This study calculates scores of technical efficiency using Data
Envelopment Analysis (DEA) method and use the Tobit method for the analysis of environmental factors. This study
calculates the technical efficiency scores of health spending in 9 districts and 2 cities in Maluku province from 2012 to 2015.
Key words: Efficiency, Health Spending, Data Envelopment Analysis, Tobit

ABSTRAK

Provinsi Maluku adalah provinsi dengan jumlah pulau terbesar di Indonesia. BPS Maluku melaporkan bahwa provinsi
Maluku terdiri dari 559 pulau dan dibagi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota. Kondisi geografis dengan banyak pulau membuat
tingkat layanan kesehatan tidak optimal di semua kabupaten di provinsi Maluku. Sektor kesehatan adalah salah satu program
prioritas pemerintah Provinsi Maluku. Pemerintah berusaha meningkatkan anggaran sektor kesehatan untuk meningkatkan
output sektor kesehatan di Maluku. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memperkirakan skor
efisiensi teknis pengeluaran kesehatan kabupaten-kota di provinsi Maluku. Yang kedua adalah menganalisis faktor lingkungan
yang memiliki peran penting dalam meningkatkan skor efisiensi teknis kabupaten-kota di provinsi Maluku. Studi ini menghitung
skor efisiensi teknis menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan menggunakan metode Tobit untuk analisis
faktor lingkungan. Studi ini menghitung skor efisiensi teknis dari pengeluaran kesehatan di 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi
Maluku dari 2012 hingga 2015.
Kata Kunci : Efisiensi, Pengeluaran Kesehatan, DEA, Tobit

1. PENDAHULUAN

Provinsi Maluku adalah salah satu provinsi yang terletak di Indonesia Timur yang masih membutuhkan lebih
banyak pembangunan di semua sektor dan semua wilayah. Sektor kesehatan adalah salah satu sektor yang harus
dibangun dan mendapat perhatian lebih baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Provinsi Maluku
terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kotamadya dengan 559 pulau (BPS Provinsi Maluku, 2016). Provinsi Maluku yang
memiliki karakteristik kepulauan membuat pemerintah daerah sulit menyediakan layanan kesehatan di seluruh
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wilayah Provinsi Maluku. Dengan karakteristik khusus, banyak masyarakat yang tersebar di banyak pulau
membutuhkan lebih banyak fasilitas kesehatan dan infrastruktur kesehatan yang dapat mengatasi semua masalah
kesehatan. Provinsi Maluku hanya memiliki 16 rumah sakit pemerintah, 6 rumah sakit swasta dan 197 puskesmas
(BPS Provinsi Maluku, 2015). Terdapat beberapa kabupaten yang hanya memiliki 1 rumah sakit dan membuat
masyarakat sulit mencapai rumah sakit. Kondisi ini membuat banyak masyarakat di banyak pulau hanya
bergantung pada pelayanan kesehatan dari puskesmas. Minimnya fasilitas kesehatan membuat provinsi Maluku
menghadapi masalah kesehatan serius. Kurangnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menyebabkan
meningkatnya jumlah kasus 10 penyakit utama di Provinsi Maluku. Jumlah kasus pada 2012 adalah 42 ribu dan
meningkat pada 2013 menjadi 64 ribu dan meningkat lagi menjadi 301 ribu pada 2014.

Provinsi Maluku memiliki 3 kabupaten yang termasuk dalam Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pulau-Pulau
yang ditentukan oleh Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada Kabupaten
Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Dinas Kesehatan Provinsi
Maluku, 2014). Penentuan ini menunjukkan bahwa ketiga kabupaten ini sedang dalam pengembangan dan memiliki
pola yang sama dengan pembangunan sektor kesehatan. Provinsi Maluku juga memiliki 7 kabupaten yang masuk
ke Wilayah Masalah Kesehatan (HPA) menurut Kementerian Kesehatan Indonesia. Ada Kabupaten Seram Barat,
Kabupaten Seram Timur, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten

Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru.
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Gambar 1. Hubungan antara Pengeluaran Kesehatan dan Harapan Hidup di Kabupaten-Kota di Provinsi
Maluku 2012-2015
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Indikator kesehatan yang paling umum digunakan untuk melihat kualitas kesehatan suatu daerah adalah
usia harapan hidup. Harapan hidup di Provinsi Maluku selalu meningkat dari 2012 hingga 2015. Harapan hidup
Provinsi Maluku adalah 64,77 pada 2012, 64,93 pada 2013, 65,01 pada 2014, dan 65,31 pada 2015 (BPS Provinsi
Maluku, 2016). Namun harapan hidup Provinsi Maluku masih di bawah rata-rata harapan hidup Indonesia sebesar
68,52 pada 2012, 68,70 pada 2013, 68,89 pada 2014, dan 69,07 pada 2015. Pemerintah daerah melakukan
berbagai cara untuk meningkatkan kualitas kesehatan di provinsi Maluku. Salah satu pemerintah daerah adalah
meningkatkan anggaran kesehatan. Peningkatan anggaran kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas
layanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat Provinsi Maluku.

Grafik di atas menunjukkan hubungan antara pengeluaran kesehatan dan tingkat harapan hidup kabupaten-
kota di Provinsi Maluku. Grafik di atas menunjukkan hubungan positif antara pengeluaran kesehatan dan harapan
hidup. Semakin tinggi tingkat pengeluaran kesehatan akan mendorong peningkatan tingkat harapan hidup di
kabupaten-kota di Provinsi Maluku. Tingkat harapan hidup yang meningkat dan optimal dapat diperoleh dengan
menggunakan pengeluaran kesehatan secara efisien. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa usia harapan hidup
tertinggi adalah Kota Ambon (10) sebagai ibu kota provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Tengah (4), Kabupaten Buru
(5) dan Kabupaten Buru Selatan (6) lebih rendah dari harapan hidup di Kota Ambon, tetapi cenderung lebih baik
dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Maluku.

Harapan hidup juga dapat dimaksimalkan jika pemerintah mulai memperhatikan dengan serius tingkat
kesehatan masyarakat sejak masa bayi masyarakat. Kasus gizi buruk masih ada di semua kabupaten kota di
Provinsi Maluku. Angka kematian bayi masih ditemukan di semua kota di Provinsi Maluku. Ini menunjukkan bahwa
masih ada kelemahan dalam pelayanan kesehatan dan menciptakan kualitas kesehatan masyarakat yang buruk.
Kabupaten Maluku Tengah adalah daerah di Provinsi Maluku dengan anggaran kesehatan tertinggi di antara
daerah lain. Pada 2015, Kabupaten Maluku Tengah memiliki anggaran 139 miliar rupiah (Kementerian Keuangan,
2015). Kabupaten Maluku Tenggara berada di peringkat kedua dengan anggaran 78 miliar rupiah pada tahun 2015.
Kabupaten Aru memiliki anggaran 73 miliar rupiah diikuti oleh Kota Ambon memiliki anggaran 63 miliar Rupiah pada
tahun 2015. Kota Tual menjadi daerah yang memiliki anggaran kesehatan terkecil sebesar 37 miliar rupiah pada
tahun 2015.

2. KAJIANTEORITIS

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam
kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (Ouertani, Naifar, Haddad, & Zhang, 2018). Pengukuran efisiensi
pengeluaran menjadi sangat penting karena melihat seberapa jauh pengaruh dari peningkatan input seperti
pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan output yang diharapkan (Ulrike, Dierx, & llzkovitz, 2008). Penting
untuk mengukur tingkat efisiensi belanja pemerintah akan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan(Gupta &
Verhoeven, 2001). Tingkat efisiensi akan menjadi rujukan pada pemerintah bagaimana seharusnya pemerintah
daerah mengalokasikan anggaran pemerintah menjadi lebih efektif(Sihaloho, 2018). Terdapat dampak positif dari
peningkatan anggaran kesehatan terhadap pembangunan (Filmer & Pritchett, 1999). Tetapi untuk mendapatkan
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dampak positif dari pengingkatan anggaran kesehatan, pemerintah daerah harus mengalokasikan dan
membelanjakan anggaran dengan tepat.

Penggunanaan DEA (Data Envelopment Analysis) menjadi pendekatan yang dominan dalam mengukur
tingkat efisiensi dari kesehatan selain bidang ekonomi(Stefko, Gavurova, & Kocisova, 2018). Pengukuran DEA
banyak digunakan karena menggunakan asumsi yang lebih sedikit, dapat menggunkan sample yang lebih sedikit,
dan akan mengevaluasi input dan output yang digunakan(Casu & Molyneux, 2003). Dalam upaya peningkatan
efisiensi, terdapat faktor-faktor lingkungan yang dapat juga digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan tingkat
efisiensi yang maksimal. Pengukuran faktor lingkungan ini dapat digunakan menggunakan regresi Tobit

(Kontodimopoulos, Moschovakis, Aletras, & Niakas, 2007).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah DEA (Data envelopment Analysis) untuk
mengukur tingkat efisiensi dari pengeluaran kesehatan dan Regresi Tobit untuk melihat faktor lingkungan yang
memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan skor efisiensi.Metode DEA menggunakan pengeluaran kesehatan
kabupaten-kota sebagai Input dan menggunakan persentase kelahiran bayi hidup, persentase anak dengan status
gizi yang baik, harapan hidup kabupaten-kota sebagai Output.Untuk Model Tobit, penelitian ini ingin melihat

bagaimana pengaruh populasi dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat efisiensi pengeluaran kesehatan .

Model DEA yang digunakan adalah :

Max 8 (1)
Subject to :

n

Z' 1/1]le < XiO i = 1,2,....,m (2)
]:
n

Z. 1/1er- < 0Yor=12...,s 3)
]=
n

2121,1]:1 4 20j=12.,n @

Sumber: (Banker, Charnes, & Cooper, 1984)

Dimana 8 adalah nilai efisiensi dengan nilai antara 0 hingga 1. Input digambarkan melalui i dan output
ditunjukkan oleh r. Sedangkan model Tobit yang digunakan adalah :

0i= Bo + [31POV+ BZPOP + i

Dimana Pov adalah tingkat kemiskinan kabupaten-kota di Provinsi Maluku dan Pop adalah total penduduk
kabupaten-kota di Provinsi Maluku. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan STATA 12.
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4. HASILDAN PEMBAHASAN

Hasil DEA menunjukkan bahwa skor efisiensi belanja kesehatan hampir di semua kabupaten-kota
cenderung menurun dari 2012 hingga 2014. Pada 2013, semua kabupaten memiliki skor efisiensi yang lebih
rendah daripada skor efisiensi pada 2012 kecuali Kota Tual. Tual City memiliki skor efisiensi yang sama dengan
skor sekitar 1,00000. Pada tahun 2014 beberapa daerah masih memiliki skor efisiensi yang lebih rendah dari
tahun 2013 seperti Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan,
Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kota Ambon. Pada tahun 2014, semua kabupaten-kota memiliki skor efisiensi
yang lebih tinggi daripada tahun 2013.

Gambar 2 menunjukkan bahwa hanya ada Kota Tual yang sebagai nilai konstan skor efisiensi dari 2012-
2015. Skor efisiensi Kota Tual menunjukkan bahwa Kota Tual lebih efisien dan lebih optimal daripada kota-kota
lain dalam mengelola pengeluaran kesehatan setiap tahun. DEA membandingkan input dan output dari semua
kabupaten-kota di Provinsi Maluku per tahun dan menghasilkan jumlah kabupaten efisien yang berbeda setiap
tahun. Pada tahun 2012, jumlah kabupaten dengan 1 skor efisiensi adalah 2 kabupaten dan menurun menjadi
hanya 1 kabupaten pada tahun 2013 dan selalu hanya 1 kabupaten hingga 2015. Kabupaten Maluku Tengah
selalu memiliki skor efisiensi terendah dibandingkan kabupaten lainnya dari 2012 hingga 2015. Kabupaten Maluku
Tengah memiliki skor efisiensi sekitar 0,28652 pada 2012, 0,18872 pada 2013, 0,18842 pada 2014, dan 0,27545
pada 2015. Skor terendah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Maluku Tengah memiliki anggaran kesehatan
tertinggi, tetapi pemerintah tidak dapat menggunakan anggaran untuk menghasilkan keluaran kesehatan yang
optimal.

Kabupaten-kabupaten di Provinsi Maluku ini memiliki skor efisiensi rata-rata 0,69291 pada 2012 dan
kemudian menurun menjadi 0,47160 pada 2013. Skor rata-rata meningkat menjadi 047289 pada 2014 dan
meningkat lagi menjadi 0,67943 pada 2015. Skor rata-rata terendah adalah 2013 dan ini menunjukkan bahwa
sebagian besar dari kabupaten-kota tidak menggunakan anggaran dengan tepat. Hanya ada 4 kabupaten yang
memiliki skor efisiensi rata-rata di atas 0,6 seperti Kota Tual dengan 1,0000, Kabupaten Buru Selatan dengan
0,81229, Kabupaten Maluku Barat Daya dengan 0,75829, dan Kabupaten Seram Timur dengan 0,60106.
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Gambar 2. Skor Efisiensi Pengeluaran Kesehatan di Kabupaten-Kota di Provinsi Maluku 2012-2015

Kabupaten kota lainnya memiliki skor efisiensi rata-rata di bawah 0,6 seperti Kabupaten Buru dengan
0,57137, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan 0,53237, dan Kota Ambon dengan 0,49393, Kabupaten
Seram Barat dengan 0,49362, Kabupaten Maluku Tenggara dengan 0,46372, Kabupaten Kepulauan Aru dengan
0,40985 dan Kabupaten Maluku Tengah dengan 0,23478. 7 kabupaten ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buru
hingga Kabupaten Maluku Tengah memiliki pola buruk dalam mengalokasikan dan mengelola pengeluaran
kesehatan. DEA juga menunjukkan bahwa ibukota Provinsi Maluku tidak menggunakan anggaran secara optimal.

Hasil estimasi tobit menunjukkan pengaruh faktor lingkungan yang dibentuk dan mempengaruhi
pengeluaran kesehatan kabupaten-kota di Provinsi Maluku. Sebagian besar negara-negara terbelakang mencoba
mengurangi pertumbuhan populasi mereka. Banyak negara berkembang memiliki pertumbuhan populasi yang
cepat karena wanita cenderung menikah pada usia lebih dini. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat memiliki
konsekuensi serius bagi kesejahteraan semua umat manusia (Todaro, 2006). Jadi pertumbuhan populasi yang
cepat juga akan berdampak buruk pada sisi kesehatan. Jika pertumbuhan populasi lebih cepat dari pertumbuhan
anggaran kesehatan, anggaran kesehatan per kapita akan lebih rendah. Pemerintah akan sulit memberikan
layanan publik kesehatan kepada semua masyarakat. Kemiskinan sering disertai dengan malnutrisi, buta huruf
yang rendah, layanan kesehatan yang rendah, dan keluarga berencana yang rendah (United Nation, 2005). Ini
menunjukkan bahwa kemiskinan akan membuat pemerintah lebih sulit mengatasi masalah kesehatan di semua

masyarakat.
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Tabel 1.Hasil Regresi Tobit

dy/dx Std. Err. t P>t
Kemiskinan - 0.006361 0.0021345 -2.98 0.005
Populasi -0.000000626  0.000000348 -1.80 0.080

Sumber : STATA 12, Pengolahan Data

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki efek marginal negatif sekitar —0,006361 terhadap
efisiensi anggaran kesehatan. Tabel ini juga menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh marginal yang
signifikan terhadap skor efisiensi pengeluaran kesehatan. Ini menunjukkan sejumlah besar orang yang hidup
dalam kemiskinan akan menurunkan skor efisiensi. Meningkatnya seribu orang miskin akan menurunkan skor
efisiensi sekitar 0,006361. Tabel ini juga menunjukkan bahwa populasi memiliki efek marginal negatif sekitar -
0.000000626. Tabel ini juga menunjukkan bahwa populasi memiliki pengaruh marjinal yang signifikan terhadap
skor efisiensi pengeluaran kesehatan di kabupaten Provinsi Maluku. Penambahan satu populasi akan
menurunkan skor efisiensi sekitar 0,000000626. Jadi seribu kelahiran baru akan menurunkan skor efisiensi sekitar
0,000626.

5. KESIMPULAN

Proses DEA menunjukkan bahwa hampir semua kabupaten di Provinsi Maluku tidak optimal menggunakan
anggaran yang ada untuk menciptakan hasil kesehatan yang optimal. Ini terbukti dengan masih banyak kasus
kematian bayi dan gizi buruk di setiap kabupaten di Provinsi Maluku. Ini juga dapat dipengaruhi oleh pengeluaran
untuk anggaran kesehatan yang tidak fokus untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pemerintah daerah
cenderung meningkatkan anggaran kesehatan untuk pengeluaran rutin seperti upah dan gaji. Pemerintah daerah
harus mencoba menggunakan atau mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur kesehatan.
Pemerintah daerah juga harus membangun fasilitas yang memiliki akses mudah ke masyarakat. Pemerintah
dapat mendorong sektor swasta untuk bergabung dengan pemerintah untuk membangun lebih banyak rumah
sakit atau fasilitas lainnya. Pemerintah juga dapat mencari pendanaan internasional untuk meningkatkan
anggaran kesehatan dan menggunakannya secara optimal. Pemerintah juga harus peduli dengan faktor
lingkungan lain yang berdampak pada skor efisiensi. Proses Tobit menunjukkan bahwa efek marginal dari
populasi dan kemiskinan adalah signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Maluku
harus mengurangi tingkat kemiskinan dan mengontrol tingkat pertumbuhan penduduk karena berdampak positf

terhadap peningkatan efisisiensi anggaran kesehatan.
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CRS TE
dmu:l 0.893129
dmu:2 0.996911
dmu:3 0.874035
dmu:4 0.626734
dmu:5 1.000000
dmu:6 1.000000
dmu:7 1.000000
dmu:8 0.996300
dmu:9 1.000000
dmu:10 0.594676
dmu:11 1.000000

VRS TE NIRS_TE

0.897076
1.000000
0.875686
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

SCALE

0.995600
0.996911
0.998115
0.626734
1.000000
1.000000
1.000000
0.996300
1.000000
0.594676
1.000000

RTS
1.000000
1.000000
1.000000

-1.000000

0.000000
0.000000
0.000000
1.000000
0.000000

-1.000000

0.000000

2014 VRS Frontier(-1:drs, 0:crs, 1:irs)

CRS TE
dmu:l 0.794350
dmu:2 1.000000
dmu:3 1.000000
dmu:4 0.373856
dmu:5 1.000000
dmu:6 1.000000
dmu:7 1.000000
dmu:8 1.000000
dmu:9 1.000000
dmu:10 0.546854
dmu:11 1.000000

VRS TE NIRS_TE

0.797619
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

SCALE

0.995902
1.000000
1.000000
0.373856
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
0.546854
1.000000

RTS
1.000000
0.000000
0.000000

-1.000000

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

-1.000000

0.000000
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2015 VRS Frontier(-1:drs, 0:crs, 1:irs)

CRS_TE VRS_TE NIRS_TE SCALE RTS
dmu:l 0.950267 0.956588 1.000000 0.993392 1.000000
dmu:2 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000
dmu:3 0.660961 0.677311 1.000000 0.975860 -1.000000
dmu:4 0.346521 0.410959 1.000000 0.843200 -1.000000
dmu:5 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000
dmu:6 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000
dmu:7 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000
dmu:8 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000
dmu:9 0.997398 1.000000 1.000000 0.997398 1.000000
dmu:10 0.653030 1.000000 1.000000 0.653030 -1.000000
dmu:11 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000

Tobit regression Number of obs = 44
LR chi2(2) = 21.72
Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -.75103089 Pseudo R2 = 0.9353

eff| Coef. Std.Err. t P>|t] [95% Conf. Interval]

-+

pov | -.006361 .0021345 -2.98 0.005-.0106686 -.0020534
pop | -6.26e-07 3.48e-07 -1.80 0.080 -1.33e-06 7.75e-08
_cons | .8620306 .0624123 13.81 0.000 .7360774 .9879838

/sigma | .2081148 .024702 .1582641 .2579656

Obs. summary: 1 left-censored observation at eff<=.18842
38 uncensored observations
5 right-censored observations at eff>=1
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	CRS_TE     VRS_TE    NIRS_TE    SCALE        RTS
	dmu:1   0.720049   0.727273   1.000000   0.990068   1.000000
	dmu:2   0.996467   0.996481   1.000000   0.999986  -1.000000
	dmu:3   0.872036   1.000000   1.000000   0.872036  -1.000000
	dmu:4   0.306777   1.000000   1.000000   0.306777  -1.000000
	dmu:5   1.000000   1.000000   1.000000   1.000000   0.000000
	dmu:6   1.000000   1.000000   1.000000   1.000000   0.000000
	dmu:7   1.000000   1.000000   1.000000   1.000000   0.000000
	dmu:8  0.522928   0.721386   1.000000   0.724893  -1.000000
	dmu:9   0.829610   1.000000   1.000000   0.829610  -1.000000
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